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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas
pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan
pelestarian arsip statis sebagai bahan
pertanggungjawaban nasional dan lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dibuat
Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib
memiliki Jadwal Retensi Arsip Subtantif sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip
sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan
Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI
ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH.

Pasal 1
Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA

adalah suatu daftar yang berisi sekurang- kurangnya
jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip,
dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai
kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan
arsip.

2. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya di
sebut JRA Substantif adalah Jadwal Retensi Arsip
yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi
dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan
atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi
penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

5. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi
penggunaannya telah menurun.
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6. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah
habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan
yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan.

7. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional pencipta Arsip, tidak dapat di perbarui
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

8. Arsip Terjaga adalah arsip Daerah yang berkaitan
dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa
dan Daerah yang harus dijaga keutuhan, keamanan,
dan keselamatannya.

9. Daftar Arsip adalah daftar arsip aktif dan inaktif yang
sekurang-kurangnya berisi nomor urut, series/uraian
berkas, tahun arsip, jumlah arsip, dan keterangan,
yang digunakan sebagai sarana penemuan kembali
dan sarana penyusutan arsip yang dikelola
dandisajikan secara periodik oleh unit kearsipan.

10. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan
jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif
dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
arsip statis kepada lembaga kearsipan.

11. Pemindahan Arsip adalah memindahkan arsip inaktif
dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.

12. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan
arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah
melampaui jangka waktu penyimpanan.

13. Penyerahan Arsip adalah kegiatan menyerahkan arsip
statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

14. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan
arsip dinamis.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

19. Unit Pengolah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah adalah instansi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas
Daerah.
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Pasal 2
Ruang lingkup JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah
Daerah meliputi :
a. pertanian;
b. perdagangan;
c. perhubungan;
d. kelautan dan perikanan;
e. penanaman modal;
f. lingkungan hidup;
g. perindustrian;
h. koperasi dan usaha kecil, dan menengah;
i. komunikasi dan informatika;
j. perencanaan pembangunan;
k. pembangunan daerah tertinggal;
l. penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan,

penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan
dan teknologi;

m. kehutanan;
n. statistik;
o. penanggulangan bencana;
p. pendidikan dan kebudayaan;
q. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
r. agama;
s. perpustakaan;
t. pariwisata dan ekonomi kreatif;
u. sosial;
v. kesehatan;
w. pendidikan dan pelatihan;
x. kearsipan;
y. kependudukan dan keluarga berencana;
z. keamanan dan ketertiban;
aa. penanggulangan narkoba;
bb. persandian; dan
cc. Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1) JRA Substantif meliputi :

a. jenis arsip;
b. jangka waktu simpan aktif dan inaktif; dan
c. keterangan yang berisi pernyataan musnah dan

permanen.
(2) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
(1) Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah

yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah
mendapat :
a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
b. persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia.




